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ABSTRAK

Manajemen Kinerja terdiri dari kegiatan perencanaan kierja, dilanjutkan dengan
pengukuran kinerja, kemudian pengajuan laporan hasil kinerja untuk
pengambilan keputusan. Manajemen Kinerja diterapkan di Indonesia melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak tahun 1999.
Dengan diterapkannya otonomi daerah pada periode yang sama, implementasi
sistem akuntabilitas kinerja yang baik pada pemerintah daerah menjadi semakin
penting. Penelitian ini meninjau khasanah penelitian tentang akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia dan di dunia. Pengumpulan data
dilakukan dengan mencari kata kunci yang terkait dengan pemerintah daerah dan
pengelolaan kinerja di jurnal terindeks Scopus dan google scholar. Penelitian ini
menemukan bahwa khasanah penelitian tentang pengelolaan Kkinerja pada
pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia berkembang sangat pesat dalam
10 tahun terakhir. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam implementasi
sistem akuntabilitas kinerja terletak pada kualitas sumber daya manusia dan
kapasitas organisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komitmen
pimpinan dan tekanan kelembagaan eksternal baik dari legislatif maupun
partisipasi publik.

Kata Kunci: Manajemen Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Kinerja Pemerintah
Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Performance Management consists of performance planning activities, followed
by performance measurement, then submission of performance results reports for
decision making. Performance Management has been implemented in Indonesia
through the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP)
since 1999. With the implementation of regional autonomy in the same period, the
implementation of a good performance accountability system in local
governments has become increasingly important. This study reviews the
repertoire of research on accountability for local government performance
conducted in Indonesia and around the world. Data collection was carried out by
searching for keywords related to local government and performance
management in Scopus indexed journals and Google Scholar. This study found
that the research body on performance management in local government
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conducted in Indonesia has grown very rapidly in the last 10 years. In general,
the obstacles encountered in implementing a performance accountability system
lie in the quality of human resources and organizational capacity. To overcome
these obstacles, leadership commitment and external institutional pressure from
both the legislature and public participation are needed.

Keywords: Performance Management,
Government Performance, Local
System.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas atau accountability
dalam administrasi publik merupakan
konsep  pertanggungjawaban  untuk
melaporkan tindakan yang telah
dilakukan terkait pengelolaan
organisasi publik atau answerability
(Gregory, 2003). Seiring
perkembangan pendekatan New Public
Management, konsep akuntabilitas
mulai  dikaitkan  dengan  kinerja
organisasi publik, yang mencakup
unsur pertanggungjawaban atas
penggunaan  sumber daya yang
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
atau program publik secara efisien
namun efektif dalam mencapai kinerja
yang diharapkan untuk menciptakan
nilai  publik  (Heinrich,  2003).
Akuntabilitas kinerja dicapai dengan
menerapkan manajemen Kinerja, yaitu
sistem pemantauan kegiatan organisasi
atau individu berdasarkan indikator
kinerja utama yang dilakukan agar
organisasi dapat mengambil langkah
yang diperlukan berdasarkan
perkembangan kegiatan operasional
yang sedang berjalan (Pidd, 2012).
Sistem pengelolaan kinerja instansi
publik telah diterapkan di berbagai
belahan dunia diantaranya di Amerika

Performance Accountability, Local

Government Performance Accountability

Serikat dengan Undang Undang Hasil
dan Kinerja Pemerintah (Government
Performance and Results Act atau
GPRA) dan Instrumen Pemeringkatan
Kinerja (Performance Rating Tool).
Selandia Baru dan Australia memiliki
Sistem  Penganggaran Keluaran
(Output) - Hasil (Outcome), Inggris
menerapkan  Perjanjian  Pelayanan
Publik untuk Manajemen Keuangan
(British Financial Management
Initiative Public Services) dan Prancis
menerbitkan Undang Undang
Keuangan. Sistem pengukuran Kinerja
sektor publik di Indonesia diterapkan
melalui sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah atau SAKIP.
SAKIP merupakan pelembagaan
kegiatan manajemen Kkinerja yang
terdiri dari perencanaan, dilanjutkan
dengan pengukuran, kemudian
pengajuan laporan hasil kinerja kepada
instansi  penilai yaitu Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB),
dan evaluasi terhadap organisasi yang
bersangkutan yang dilakukan oleh
internal organisasi, kemudian diakhiri
dengan evaluasi capaian kinerja oleh
instansi  penilai. SAKIP diterapkan
untuk meningkatkan efisiensi dan
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efektifitas kinerja pemerintah daerah di
Indonesia.

Kinerja instansi pubik dalam
SAKIP dievaluasi setiap tahun dengan
penilaian sebagai berikut: AA (nilai
>90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai
>70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai
>50-60), C (nilai >30-50) dan D (nilai
kurang dari 30). Menurut KemenPAN
RB, hingga tahun 2019 capaian kinerja
pemerintah daerah di Indonesia sesuai
indikasi nilai SAKIP masih berada di
angka rata-rata 69,63 untuk provinsi
dan 58,97 untuk kabupaten. Oleh
karena itu, potensi pemborosan
anggaran daerah masih cukup tinggi
karena sebagian besar daerah berada
pada kategori peringkat B (227 daerah),
CC (124 daerah), dan C (87 daerah).
Menurut penelitian, kelemahan dalam
menerapkan manajemen kinerja terjadi
pada aspek pengukuran Kinerja,
evaluasi Kkinerja, dan perencanaan
stratejk (Wargadinata, 2017; Mimba
dkk, 2013; Akbar dkk, 2015 dan
Yosandi dkk, 2017). Adapun dalam
tahapan pengukuran Kinerja, penelitian
mendapati bahwa unsur validitas,
legitimasi, fungsional dan kualitas
sangat terbatas sehingga tidak cukup
untuk menjadi instrumen evaluasi
kinerja yang baik. Selain tidak
terintegrasi ke dalam sistem
manajemen organisasi, pengukuran
kinerja terkendala oleh rendahnya
kapasitas lembaga dan sumber daya
aparat serta praktik korupsi. Upaya
pengendalian korupsi dan desetralisasi
kewenangan  pemerintahan  belum
mampu memperbaiki kondisi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan tinjauan literatur tentang
implementasi  sistem  akuntabilitas
Kinerja pada pemerintah daerah di
Indonesia  secara  khusus,  dan
penerapan manajemen Kkinerja pada
pemerintah daerah di dunia. Penelitian

ini  berharap dapat menemukan
permasalahan yang terjadi dalam
implementasi  sistem  akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah berikut
faktor yang dapat membantu mengatasi
permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui  kajian
pustaka penelitian terdahulu tentang
manajemen Kkinerja secara umum dan
implementasi  sistem  akuntabilitas
kinerja pada khususnya. Peneliti
melakukan pencarian pada jurnal
terindeks Scopus dan google scholar
dengan kata kunci “pemerintah
daerah”, “kinerja pemerintah daerah”,
“akuntabilitas ~ kinerja  pemerintah
daerah”, “sistem akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah”. Pencarian dengan
kata kunci tersebut menghasilkan 223
temuan. Selanjutnya peneliti
menyeleksi artikel berdasarkan tahun
yaitu 10 tahun terakhir dan berdasarkan

keterkaitan artikel dengan fokus
penelitian yaitu permasalahan
implementasi  sistem  akuntabilitas

Kinerja pada pemerintah daerah secara
khusus, dan permasalahan
implementasi manajemen Kinerja pada
pemerintah  daerah secara umum.
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Sesuai definisi kerangka konseptual
Miles dan Huberman (1994), penulis
melakukan sintesis atas temuan yang
dihasilkan dari studi-studi tersebut dan
teori yang terkait untuk memperoleh
kerangka konseptual yang dapat
menjelaskan permasalahan yang terjadi
pada penerapan sistem akuntabilitas
Kinerja atau sistem pengukuran Kkinerja,
atau sistem manajemen Kkinerja pada
pemerintah  daerah secara umum.
Pengumpulan data dilakukan dalam
dari bulan Mei 2020 hingga bulan
September 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti menemukan adanya 25

penelitian tentang implementasi sistem
akuntabilitas kinerja dan manajemen
kinerja pada pemerintah daerah di
Indonesia, dan 18 penelitian tentang
implementasi manajemen Kinerja pada
pemerintah daerah di luar negeri.
Penelitian di Indonesia dilakukan di
tingkat nasional (7), provinsi (4),
pemerintah  kota (5), pemerintah
kabupaten (5), distrik (1), dan tingkat
organ perangkat daerah (3). Sedangkan
penelitian internasional berfokus pada
implementasi  tingkat daerah atau
provinsi dan kotamadya.

Gambar. 1 Sebaran Wilayah
Penelitan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah di Indonesia
PENELITIAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
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Gambar. 2 Sebaran Wilayah
Penelitian Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah Internasional
PENELITIAN SISTEM MANAJEMEN

KINERJA PEMERINTAH DAERAH
INTERNASIONAL
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Topik pembahasan penelitian
tentang  akuntabilitas  kinerja  di
Indonesia mengerucut pada
implementasi  manajemen  Kinerja
melalui sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah secara umum, yang
menghasilkan temuan adanya kendala
dalam implementasi secara umum (6),
pelaporan kinerja (4), pengawasan (3),
kepatuhan pada aturan (3), pengukuran
kinerja (2), penentuan indikator (2),
dan kompetensi dalam penggunaan
teknologi informasi (1). Beberapa
penelitian menemukan adanya faktor
yang menghambat capaian kualitas
akuntabilitas kinerja yaitu pada aspek
komitmen pimpinan dan motivasi
aparat secara umum (6), sumber daya
keuangan (3), kapasitas teknologi
informasi (3), birokrasi (1), koordinasi
(1), dan tingkat kekayaan daerah (1).
Selain itu, ditemukan pula adanya
faktor penghambat yang diakibatkan
oleh faktor eksternal organisasi yaitu
dinamika politik dan budaya (2).
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Gambar. 3 Hambatan dalam
Implementasi SAKIP pada
Pemerintah Daerah di Indonesia

Hambatan dalam Implementasi SAKIP pada
Pemerintah Daerah di Indonesia

Implementasi sistem secara keseluruhan
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Sumber: Penulis

Penelitian di tingkat internasional
membahas tentang hambatan dalam
capaian Kinerja daerah dan
menghasilkan temuan adanya
hambatan dalam perencanaan stratejik
(3), pengukuran Kkinerja (3), pelaporan
kinerja (2), penentuan indikator (1),
perencanaan dan penganggaran (1), dan
implementasi  manajemen  Kinerja
secara  umum (2). Penelitian
internasional juga menemukan adanya
faktor yang menghambat capaian
kinerja yaitu komitmen dan motivasi
pimpinan (3), struktur birokrasi (2),
budaya organisasi (2), sumber daya
keuangan (1).

Gambar. 4 Hambatan dalam
Implementasi SAKIP pada
Pemerintah Daerah di Indonesia

Hambatan dalam Implementasi SAKIP menurut
Penelitian pada Pemerintah Daerah di Dunia

Sumber: Penulis

Baik penelitian tentang
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
di Indonesia maupun di internasional
menghasilkan temuan bahwa
partisipasi publik sangat penting dalam
mengatasi kendala akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah (6). Selain itu,
tekanan kelembagaan dan lingkungan
eksternal juga bisa memberikan
pengaruh terhadap peningkatan
akuntabilitas kinerja daerah (4).

Adapun kendala dalam
implementasi  sistem  akuntabilitas
kinerja dan  manajemen  Kinerja
mengerucut pada dua aspek berikut:.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Permasalahan dalam implementasi
sistem akuntabilitas kinerja atau
implementasi manajemen kinerja di

Indonesia dan dunia banyak
terdapat pada aspkek pelaporan
kinerja, pengawasan, kepatuhan
pada aturan, pengukuran Kinerja,
penentuan indikator Kinerja,
perencanaan stratejik, dan
penggunaan teknologi informasi

terutama disebabkan oleh kurangnya
kompetensi sumber daya manusia.
Untuk dapat melaksanakan proses-
proses sistem akuntabilitas kinerja
atau manajemen kinerja diperlukan
kualitas sumber daya manusia yang
cukup. Kualitas SDM tidak terbatas

pada aspek penguasaan teknis
pekerjaan, tapi juga profesionalisme
aparat.

2. Kapasitas Organisasi
Kendala yang dihadapi dalam
implementasi sistem akuntabilitas
kinerja  meliputi  permasalahan
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dalam sumber daya keuangan,
struktur birokrasi dan koordinasi,
budaya organisasi serta kurangnya

kapasitas  teknologi  informasi.
Permasalahan  tersebut  sangat
berkaitan dengan kapasitas

organisasi yang kurang mendukung
keberhasilan implementasi sistem
manajemen Kinerja.

Penelitian ini menemukan bahwa
faktor ~yang dapat  mendukung
perbaikan capaian kinerja adalah
sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan
Beberapa penelitian di Indonesia
dan dunia menghasilkan temuan
akan pentingnya komitmen
pimpinan organisasi dan motivasi
aparat dalam melaksanakan sistem

akuntabilitas Kinerja atau
manajemen  kinerja.  Komitmen
pimpinan dibutuhkan dalam

mengatasi kendala yang dihadapi
yaitu meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, dan memperkuat
kapasitas organisasi dari  segi
koordinasi dan perbaikan birokrasi.
2. Faktor eksternal organisasi

Beberapa penelitian menemukan
bahwa tekanan kelembagaan baik
dari legislatif maupun otoritas
lainnya berdampak positif terhadap
implementasi sistem akuntabilitas
Kinerja atau manajemen Kkinerja.
Selain itu, partisipasi publik juga
sangat berperan dalam memberikan
tekanan pada Kinerja pemerintah
daerah, terutama dalam memantau
kinerja kepala daerah.

KESIMPULAN

Khasanah  penelitian  tentang
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
di Indonesia berkembang sangat pesat,
dengan fokus penelitan yang luas dan
meliputi  berbagai aspek.  Lokus
penelitian  di  Indonesia  sangat
bervariasi baik dari skala pemerintah

daerah  maupun lokasi geografis.
Penelitian  internasional  cenderung
memfokuskan pada implementasi pada
skala yang lebih luas baik dari
tingkatan organisasi maupun fokus
pembahasan, yang tidak hanya
berfokus pada kondisi internal
organisasi namun juga membahas
kondisi eksternal. Penelitian

internasional yang penulis dapatkan
mungkin belum mampu mencerminkan
kondisi  khasanah penelitian yang
sebenarnya, karena artikel yang penulis
dapatkan terbatas pada jurnal berbahasa
Inggris.
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